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MOTTO 

Harus Sukses……. 

Karna Sukses adalah HAK SAYA!!!!!!! 

Bahkan ketika mendung menggelapkan seluruh permukaan bumi pun 

tak menjamin hujan akan turun,,,begitulah ALLOH mempersiapkan 

masa depan kita tak ada satupun yang tahu apa yang akan terjadi 

satu waktu kedepan,,Namun berlaku baika adalah yang seharusnya, 

Ibarat sedia payung sebelum hujan,,yakinlah Bahwa ALLOH akan 

menilai sekecil apapun usaha kita…… 
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ABSTRAK 

 

Pemberlakuan pasar bebas di kawasan ASEAN merupakan salah satu cara 

untuk menumbuhkan perekonomian yang maju. Para pengusaha harus mampu 

bersaing dalam era pasar bebas ini tidak terkecuali usaha kecil yang ada di 

Indonesia. Keberadaan usaha kecil di Indonesia mempunyai peran penting bagi 

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Oleh karena 

itu, keberadaan usaha kecil harus dilindungi karena usaha kecil adalah cikal bakal 

lahirnya usaha besar. Hampir di seluruh pelosok Indonesia tidak terkecuali 

Yogyakarta  usaha kecil menjad pilihan dalam mengembangkan roda ekonomi. 

Banyak kendala yang dihadapi oleh para pengusaha kecil dalam menghadapi era 

pasar bebas di antaranya: rendahnya akses terhadap informasi dan teknologi, 

kurangnya akses terhadap sumber permodalan, rendahnya sumber daya manusia 

(SDM). 

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penyusun menggunakan 

metode deskriptif analitik dalam penelitia ini. Metode tersebut diperoleh melalui 

data-data yang bersumber pada hasil observasi, hasil wawancara, telaah pustaka, 

media massa, serta sumber-sumber lain yang mendukung dan berkaitan dengan 

objek penelitian penyusun. Penelitian lapangan (field research) ini menggunakan 

pendekatan Yuridis-Normatif dalam artian, suatu masalah dipandang berdasarkan 

sisi hukum kemudian dikaitkan dengan norma yang berlaku. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha kecil merupakan usaha 

padat karya yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia tidak terkecuali 

Yogyakarta. Pemberlakuan pasar bebas ternyata membawa dampak tersendiri bagi 

para pelaku usaha kecil. Ada dua dampak yang dirasakan oleh usaha kecil dengan 

adanya pemberlakuan pasar bebas. Pertama: dampak positif dirasakan masyarakat 

dapat menikmati produk tidak hanya dari dalam negri melainkan dari berbagai 

Negara, terjalinya hubungan internasional antar Negara, setiap individu dapat 

memiliki kekayaan sumber daya produksi, Kedua: dampak negatif dirasakan para 

usaha kecil karena masyarakat semakin konsumtif terhadap barang-barang luar 

negri yang harganya lebih murah, banyaknya pengangguran karena produsen 

kalah bersaing dengan produsen luar negeri, banyaknya pengusaha yang bangkrut 

dikarenakan kalah bersaing dengan para pengusaha yang mempunyai cukup 

modal. 

Dalam hal perlindungan hukum terhadap usaha kecil dalam menghadapi 

era pasar bebas pemerintah khususnya kota Yogyakarta dalam hal ini membentuk 

sebuah organisasi yang bernama Griya UMKM sebagai realisasi amanat dari 

Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Pembentukan organisasi ini tidak lain adalah demi mempertahankan eksistensi 

usaha kecil agar dapat bersaing di era pasar bebas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang 

bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan 

tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah. 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 09 Tahun 1995 menyebutkan bahwa 

yang dimaksud dengan usaha kecil adalah meliputi usaha kecil informal dan usaha 

kecil tradisional. Yang dimaksud usaha kecil informal adalah usaha kecil tercatat, 

dan yang belum berbadan hukum, antara lain petani, penggarap, industri 

rumahtangga dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan usaha kecil 

tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah di 

gunakan secara turun temurun, dan/merupakan seni budaya. 

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 menjelaskan kriteria 

usaha kecil, sebagai berikut: 

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima 

Puluh Juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha atau 

2. Memiliki hasil penjulalan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- 

(Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak 

2.500.000.000,-(Dua Milyar Lima ratus Juta Rupiah). 

3. Milik warga Indonesia 
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4. Berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berfalisiasi baik langsung 

maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar 

5. Berbentuk usaha orang atau perorangna, badan uaha yang tidak 

berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk 

koperasi. 

Dari persepektif dunia, diakui bahwa usaha kecil  memainkan peran yang 

sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di 

negara-negara maju bahkan di negara yang sedang berkembang dan terbelakang 

pula. Usaha kecil sangat penting karena mempunyai karakteristik-karakteristik 

utama yang membedakan mereka dengan usaha besar, terutama karena usaha kecil 

adalah usaha-usah padat karya, terdapat disemua lokasi terutama di pedesaan, 

lebih tergantung pada bahan-bahan lokal, dan penyedia utama barang-barang dan 

jasa kebutuhan pokok masyarakat berpendapatan rendah atau miskin. Dengan 

menyadari betapa pentingnnya usaha kecil tersebut, tidak heran kenapa 

pemerintah-pemerintah di hampir semua negara berkembang termasuk ASEAN 

mempunyai berbagai macam program, dengan skim-skim kridit bersubsidi 

sebagai komponen terpenting, untukmendukung perkembangan dan pertumbuhan 

UMK demi kesejahteraan ASEAN khusunya. 

Pelaksanaan AEC
1
 pada taun 2015 nantinya akan mengharuskan seluruh 

negara ASEAN melakukan liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga 

kerja terampil secara bebas dab arus modal yang lebih luas, sebagaimanatealah 

disepakati dalam AEC Blueprint . AEC merupakan sebuah langkah komprehensif 

dari kesepakatan perdagangan bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Areal/AFTA). 

                                                             
1
 Asean Economi Comodity. 
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Guna mewujudkan hal tersebut, maka negara-negara anggota ASEAN telah 

menyepakati ASEAN Trade in Goods Agrement ( ATIGA) pada pertemuan KTT 

ASEAN ke-4 di Chaam, Thailand. Oleh karena itu, untuk menunjang kesiapan 

Indonesia memasuki era perdagangan bebas tahun 2015 perlu dilakukan 

pengamanan produk dalam negri, dan penguatan ekspor. Peran usaha kecil 

menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan 

yang dikelola Kmentrian Perindustrian dan perdagangan serta Kementrian 

Koperasi dan UKM. Akan tetapi usaha pengembangan yang dilakukan hasilnya 

belum memuaskan karena pada kenyataannya kemajuan UMK sangat kecil 

dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh usaha besar.
2
 

Meski UMK mencapai 99,99% sumbanganya terhadap perekonomian 

nasional baru 54,73%. Kondisi ini tak lepas dari daya saing nasional. World 

Economic Forum (WEF) menempatkan indeks daya saing global Indonesia di 

peringkat 50 pada tahun 2012. Dibanding anggota ASEAN, Singapura peringkat 

2, dan Malaysia peringkat 25. Salah satu penyebabnya adalah minimnya inovasi. 

World Intelectual Property Organization (WIPO) mencatat indeks inovasi global 

Indonesia di posisi 100 dari 141 negara, sebelumnya di posisi 99 dari 125 negara. 

Posisi ini dibawah malaysia (32), Brunei (53) dan Thailand (57).
3
 

                                                             
2
 Abdul Rosyid, Modul Manajemen UKM: UKM Indonesia dan Peranan UKM, 

pksm.mercubuana.ac.id/new/.../files.../31013-3-478126269633.doc, diakses pada tanggal 28 

september 2013 pukul 19.00. 

 
3
file:///C:/Users/axo/Documents/PROYEK/62482.htm Diakses pada tanggal  23 

September 2013 pukul 15.00. 

file:///C:/Users/axo/Documents/PROYEK/62482.htm
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Ketika CAFTA
4
 diberlakukan tanggal 1 Januari 2010,  produksi industri 

nasional menurun sampai 50 persen. Hal ini disebabkan oleh ketatnya persaingan 

yang menyebabkan produk usaha kecil dan menengah kalah dalam 

persaingan.Sektor industry pun terpaksa memangkas jumlah tenaga kerja hingga 

20 persen. Jumlah pengangguran akan terus meningkat dari 8.9 juta (2009) 

menjadi 9.2 juta (2011).
5
 

Neraca perdagangan Indonesia  terus mengalami penurunan. Pada tahun 

2006 neraca perdagangan Indonesia surplus USD 39,7 Miliar, namun tahun 2011 

hanya mendapat keuntungan sebasar USD 22,1 Miliar. Hal ini disebabkan oleh 

timpangnya neraca ekspor impor Indonesia dan China. 

Sedangkan pada tahun 2010, defisit perdagangan Indonesia dengan China 

mencapai USD 7 Miliar. Data ini menunjukkan betapa derasnya arus masuk 

barang dari China ke Indonesia.
6
 

Mendengar paparan tersebut, ada kekhawatiran usaha kecil akan terlindas 

kompetisi global itu. Memang secara teorotis keterbukaan ekonomi ASEAN akan 

membuka pasar produk Indonesia dan membuka skala usaha lebih besar. Dari 

sudut marketing dan investor keberadaan Indonesia tidak bisa diabaikan. Paling 

tidak Indonesia sebagai potensial permintaan atau konsumen yang besar. Buktinya 

ketika perdagangan bebas China-ASEAN diberlakukan masyarakat Indonesia 

                                                             
4
China Asean Free Trade Areal. 

 
5
http://niputuperadarmayanti.blogspot.com/2013/03/perdagangan-bebas-antara-

indonesia.html. diakses pada tanggal 09 November 2013 pukul 19.25. 

 
6
http://fahrunisa10.wordpress.com/2013/03/08/dampak-china-asean-free-trade-area-cafta-

dan-strategi-dalam-menghadapinya/. Diakses pada tanggal 09 November 2013 pukul 19.30. 

http://niputuperadarmayanti.blogspot.com/2013/03/perdagangan-bebas-antara-indonesia.html
http://niputuperadarmayanti.blogspot.com/2013/03/perdagangan-bebas-antara-indonesia.html
http://fahrunisa10.wordpress.com/2013/03/08/dampak-china-asean-free-trade-area-cafta-dan-strategi-dalam-menghadapinya/
http://fahrunisa10.wordpress.com/2013/03/08/dampak-china-asean-free-trade-area-cafta-dan-strategi-dalam-menghadapinya/
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gencar menggunakan dan menjual barang-barang dari China. Konsumen membeli 

produk dari China karena harganya yang lebih murah, bentuk lebih menarik dan 

tentunya kualitas lebih baik dan barang mudah untuk didapatkan.  Mengahadapi 

satu negara seperti China saja masyarakat Indonesia lemah, padahal kelak di era 

perdagangan bebas tahun 2015 harus bersaing dengan 10 negara. 

Banyak yang tak sadar bahwa smangat pasar bebas adalah 

neokolonialisme atau penjajahan baru melalui liberalisme ekonomi. Banyak juga 

yang tak percaya bahwa pasar bebas merupakan penghalus dan Busines is War 

(bisnis adalah perang). Franchise contohnya, mengharuskan kebuasan wajah Free 

Fight to Competition. Dengan Franchise seolah-olah semua pihak berada dalam 

posisi win-win atau sama-sama menang padahal berapa banyak perusahaan lokal 

yang gulung tikar, para kapitalis leluasa menguasai perusahaan lokal yang 

terjebak utang. Padahal  pasar yang sukses adalah pasar yang menghasilkan harga 

yang mampu mengalokasikan sumberdaya secara optimal
7
 dan dapat bersaing 

dengan baik tanpa menjatuhkan sesama pelaku ekonomi. 

Kecenderungan liberalisme ekonomi di satu pihak ingin menciptakan 

pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi di lain pihak membawa pula kecenderungan 

meningkatnya ketimpangan pendapatan. Ketimpangan ini terjadi karena 

berbedanya kemampuan golongan masyarakat dalam memanfaatkan kesempatan 

yang diciptakan oleh mekanisme pasar. 

                                                             
7
  T. Sunaryo,Ph.D, Ekonomi Manajerial Aplikasi Teori Ekonomi Mikro, (Jakarta, 

Erlangga: 2001), hlm.201. 
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Bagi golongan ekonomi kuat, liberalisasi ekonomi berarti kesempatan 

untuk tumbuh dengan cepat, sedangkan bagi ekonomi lemah berbagai hambatan 

permodalan, sumber daya manusia, ketrampilan dan kelembagaan (manajemen) 

tidak memungkinkan mereka mendapatkan kesempatan yang sama. 

Persoaalan yang lebih mendasar adalah bagaimana nasib rakyat banyak 

dalam keseluruahan proses yang berlangsung itu. Masalah ini perlu mendapatkan 

perhatian khusus dan serius, karena dari sini kita bicara mengenai bagian terbesar 

rakyat Indonesia.  Dalam sisitem ekonomi pasar ekonomi yang demikian, dimana 

persaingan sangat kompetitif, ekonomi rakyat sulit diharapkan untuk keluar 

sebagai pemenang dalam persingan tersebut, kecualai jika ekonomi rakyat 

memiliki kreasi, inovasi, tingkat produktivitas tinggi dan kemampuan membaca 

peluang yang lebih baik. Ini adalah salah satu ciri dari ekonomi rakyat yang 

berbasis pada keunggulan kompetitif. Jika tipologi usaha kecil atau ekonomi 

rakyat kita sudah demikian, maka kemungkinan untuk bersaing dalam era pasar 

bebas dapat berjalan dengan baik. 

Namun jika kita melihat dari perkembangan ekonomi Indonesia yang ada 

dapat kita simpulkan bahwa minimnya kesiapan Indonesia dalam menghadapi 

pasar bebas. Tidak terkecuali para pelaku UMKM Kota Yogyakarta.  Jika ini tidak 

segera ditanggulangi bisa jadi Indonesia tidak dapat berkembang dari sektor 

ekonomi. Peran perlindungan pemerintah dalam melindungi usaha-usaha kecil 

sangat dibutuhkan agar dapat bersaing dengan negara-negara lain dalam era 

globalisasi pasar bebas dan perdagangan Internasional sehingga kesejahteraan 

masyarakat dalam bidang ekonomi dapat terjamin. 
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Basis UMK sendiri dan ekonomi rakyat secara umum ternyata sangat 

lemah dalam visi, sikap wirausaha dan manajemen bisnis yang paling mendasar, 

walaupun sering diklaim cukup bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi yang 

masih belum terselesaikan sampai sekarang. Eksistensi usaha kecil diakui masih 

belum bisa terlepas dari berbagai permasalahan klasik yang menyertainya. 

Terutama masalah akses modal dan kesempatan mendapat peluang usaha, masalah 

produksi, pemasaran, jaringan dan tehnologi.
8
 

Peran UMK dalam perekonomian domestik semakin meningkat terutama 

setelah krisis tahu 1977. Di saat perbankan menghadapi kesulitan untuk mencari 

debitur yang tidak bermasalah, usaha kecil dan Koperasi menjadi alternatif 

penyaluran kredit perbankan. Ditinjau dari reputasi kreditnya, usaha kecil dan 

koperasi juga mempunyai prestasi yang cukup membanggakan dengan tingkat 

kemacetan kredit yang relatif kecil. Dari sinilah sebenarnya dapat kita tarik 

kesimpulan bahwa sesungguhnya usaha kecil dan koperasi merupakan aset besar 

bagi penopang ekonomi, maka untuk itu peran pemerintah dalam melindungi 

usaha kecil juga harus lebih dimaksimalkan mengingat usaha kecil mempunyai 

potensi menanggulangi masalah ekonomi masyarakat kecil agar tidak gulung tikar 

karena tidak dapat bersaing di pasaran sehingga mengakibatkan penurunan 

ekonomi masyarakat. Meski usaha kecil mempunyai potensi yang baik dalam 

pembangunan ekonomi ternyata masih saja keberadaanya sedikit terabaikan. Ini 

dapat dilihat dari prodak hukum pemerintah atau Undang-Undang yang kurang 

mendukung dan memberikan perlindungan terhadap usaha kecil seperti UU N0. 

                                                             
8
 Ina Primiana, S.E., M.T,Menggerakkan sektor Riil UKM dan Industri, (Bandung: 

Alfabeta, 2009), hlm.3. 
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07 Tahun 1992 Jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam bentuk 

holding company yang lebih memihak dan lebih menguntungkan para pebisnis 

konglomerat dari pada para pengusaha mikro/kecil. 

Pasar bebas yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 nantinya membuat 

masyarakat yang mempunyai UMK mau tidak mau harus bersaing untuk 

mendapatkan pasar. Dari sinilah penyusun ingin mengkaji peran pemerintah 

dalam memberikan perlindungan terhadap UMK agar tetap bisa bertahan dan 

mampu bersing di era globalisasi pasar bebas dan perdagangan internasional ini. 

Masalah daya saing dalam pasar dunia yang semakin terbuka merupakan 

tantangan yang tidak ringan bagi usaha mikro kecil.
9
 Karena tanpa terkecuali 

hampir semua perekonomian terlibat perdagangan Internasional.
10

 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dari uraian latar belakang diatas, maka penyusun memiliki rumusan 

sebagai berikut: 

“Bagaimana Implementasi pelindungan hukum bagi usaha  kecil  dalam 

menghadapi era pasar bebas ditinjau dari UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah? 

 

                                                             
9
 Ina Primina, S.E., M.T,Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri, (bandung: 

Alfabeta, 2009), Hlm.37. 

 
10

 Norman Gemmel, Ilmu Ekonomi Pembangunan, (jakarta; PT Pustaka LP3S Indonesia, 

1994), Hlm.13. 
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C. TUJUAN DAN MANFAAT PENENLITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakh implementasi 

perlindungan hukum terhadap usaha kecil dalam menghadapi era pasar bebas 

ditinjau dari UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

Manfaat penenlitian ini di bedakan menjadi dua yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Yaitu sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi penelitian 

atau studi kasus yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

Penenlitian ini bisa dijadikan acuan untuk mengambil keputusan 

oleh pihak-pihak yang terkait dengan penenlitian ini atau sebagai referensi 

untuk menentukan kebijakan lain yang lebih baik. Misalnya pihak-pihak 

pembuat Undang-Undang atau birokrasi hukum. 

 

D. TELAAH PUSTAKA 

  Kajian tentang pembahasan perkembangan dan perlindungan usaha kecil 

sebagai penggerak roda perekonomian dalam sebuah negara mengalami 

kemajuan, begitu pula tulisan-tulisan atau karya ilmiah baik berbentuk jurnal, 

makalah, buku, majalah maupun tulisan-tulisan lainya. Sehingga untuk 

memposisikan karya penyususn ini perlu kiranya untuk memaparkan penelitian-

penelitian sebelumnya sehingga dapat terhindar dari kemungkinan adanya 

pengulangan penelitian. 
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Budi Nuvrizal, dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Usaha 

Mikro Kecil terhadap Lokasi dan Jarak dengan Minimarket di bandung Ditinjau 

dari Peraturan Daerah Kota Bandung No. 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar 

Tradisional, Pusat perbelanjaan dan toko Modern. Ia menyatakan keberadaan 

minimarket menimbulkan keresahan bagi pelaku usaha mikro kecil yang 

mengeluhkan bahwa minimarket mengganggu kegiatan usahanya karena 

minimarket banyak berlokasi di daerah permukiman dan lokasi-lokasi yang 

berdekatan banyak pelaku-pelaku usaha mikro yang melakukan kegiatan yang 

sama.
11

 Penelitian ini menggunakan dasar hukum perda Kota Bandung No. 02 

tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Modern. 

Wahyu Dwi Nurul Hidayah, dalam skripsinya yang berjudul “Peningkatan 

Kualitas Sumberdaya Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijag 

Yogyakarta Memasuki Persaingan Pasar Bebas” menurutnya persainagna dalam 

era pasar bebas tidak hanya terjadi di dunia perekonomian saja melainkan dalam 

dunia pendidikan seperti dalam skripsinya ia berpendapat bahwa pendidikan 

merupakan sarana utama didalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya 

manusia. Tanpa pendidikan akan sulit diperoleh kualitas sumberdaya manusia 

yang maksimal. Dalam karya tulisnya Ia menggunakan kaca mata pendidikan 

                                                             
11

 Budi Nuvrizal, Perlindungan Usaha Mikro Terhadap lokasi Dan Jarak dengan 

Minimarket di bandung Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Bandung No. 02 Tahun 2009 

tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern, Universitas 

Padjajaran bandung, 2013. 
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dalam menyiapkan generasi untuk menghadapi pasar bebas sehingga kualitas 

sumber daya manusianya dapat diandalkan.
12

 

Mustakim, dalam skripsinya yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam 

Pasar Bebas” mengatakan bahwa pasar bebas cenderung menafikan rasa keadilan 

dalam bentuk kebebasan yang tanpa batas untuk mengabdi pada akumulasi laba 

dengan menafikan peran pemerintah, sedangkan dalam Islam kebebasan ekonomi 

dibatasi oleh aturan-aturan normatif.
13

 Dalam penelitian ini Mustakim 

menggunakan Hukum Islam sebagai landasan utama dalam menganalisanya. Ini 

berbeda sekali dengan penelitian penyusun, karena penyusun menggunakan teori 

UU No. 20 Tahun 2008 dalam menganalisanya. 

Dalam Tesis Hartini, SH, yang berjudul “Perlindungan Usah Kecil (UMK) 

Melalui Hukum Merek, Universitas Diponegoro Semarang 2003”. Ia 

menyebutkan bahwa merek sebagai hak kebendaan dalam hak kekayaan 

intelektual. Menurutnya hak tersebut dapat memberikan kekuasaan langsung atas 

suatu benda untuk dipertahankan kepada siapapun dan hak tersebut merupakan 

hak absolut yang dapat digunakan untuk melindungi prodak yang dihasilkan oleh 

pengusaha.
14

 Jika dalam Tesis saudari Hartini menggunakan cara memberikan 

merek sebagai upaya perlindungan prodak maka dalam hal ini penyusun 

menggunakan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

                                                             
12

Wahyu Dwi Nurul Hidayah, Peningkatan Kualitas Sumberdaya  Mahasiswa Fakultas 

Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Memasuki Era Pasar Bebas, Universitas Islamm Negri 

Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004. 

 
13

Mustakim, Peran Pemerintah dalam Pasar Bebas, Universitas Islam Negri sunan 

Kalijaga, Yogyakarta, 2005. 

 
14

Hartini, SH, Perlindungan Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Hukum Merek, 

Universitas Diponegoro, Semarang, 2003. 
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Menengah sebagai teori dalam menganalisa hal tersebut sehingga akan 

menghasilkan penenmuan penelitian yang berbeda. 

 

E. KERANGKA TEORITIK 

Landasan teori merupakan hal yang cukup signifikan dalam sebuah 

penyusunan karya ilmiah. Untuk memecahkan persoalan atau menjawab pokok-

pokok masalh yang penyusun kemukakan diatas, diperlukan adanya landasan teori 

agar penelitian dapat terarah dengan jelas. 

Berbicara tentang perlindungan maka kita tidak terlepas dari hukum, yang 

mana terciptanya hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Jika berbicara 

tentang hukum maka kita juga akan membicarakan substansi hukum yaitu 

keadilan. Menurut Thomas Aquinas esensi hukum adalah keadilan oleh karena itu 

hukum harus mengandung keadilan, hukum yang tidak adil bukanlah hukum itu 

sendiri. Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, bahkan 

merupakan tujuan terpenting. Keadilan dapat juga dilihat sebagai suatu nilai 

(Value) bagi suatu kehidupan manusia yang baik.
15

 

 Dalam system ekonomi saat ini, banyak Negara sudah mengambil jalan 

tengah dengan mengadopsi ekonomi campuran (mixed economi) dimana peranan 

pasar amat penting bagi perekonomian, namun Negara perlu masuk ke pasar 

dalam rangka redistribusi pendapatan. Peranan Negara diperlukan dalam rangka 

supplement the market dan mengoreksi imperfection dari pasar. Khusus di 

Indonesia peranan Negara masih diperlukan untuk menghilangkan ketimpangan 

                                                             
15

  Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, (yogyakarta: UII pers, 2006), hlm.12. 
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yang tajam antar kelompok masyarakat. Namun harus diingat, banyak bukti 

menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi mendukung pertumbuhan ekonomi. 

Oleh sebab itu peranan Negara dalam perekonomian harus optimal sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

  Dalam penelitian karya tulis ini penyusun akan menggunakan beberapa 

teori untuk menjawab persoalan yang telah diuraikan dalam latar belakang, 

diantaranya yaitu: 

1. Teori Ekonomi Liberal 

  Ekonomi liberal adalah teori ekonomi yang diuraikan oleh tokoh-tokoh 

penemu ekonomi klasik seperti Adam Smith atau French Physiocrats. Sistem 

ekonomi klasik tersebut mempunyai kaitannya dengan “kebebasan (proses) alami” 

yang dipahami oleh sementara tokoh-tokoh ekonomi sebagai ekonomi liberal 

klasik. Sistem ekonomi liberal klasik adalah suatu filosofi perekonomian 

kebebasan individu. Teori itu juga bersifat membebaskan individu untuk bertindak 

sesuka hati sesuai kepentingan dirinya sendiri dan membiarkan semua individu 

untuk melakukan pekerjaan tanpa pembatasan yang nantinya dituntut untuk 

menghasilkan suatu hasil yang terbaik. Keuntungan dari teori ini yaitu 

menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi, 

karena masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah/komando dari pemerintah, 

timbul semangat persainagan yang timbul dari masyarakat, menghasilkan barang-

barang yang berkualitas karena tingginya persaingan masyarakat dalam mencari 

konsumen. Kelemahanya yaitu Terjadinya persaingan bebas yang tidak sehat 
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bilamana birokratnya korup, banyak terjadi monopoli masyarakat sehingga 

menjadikan kesenjangnan dalam dunia pasar.
16

 

2. Teori Ekonomi Kapitalis 

  Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan 

secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian 

seperti memproduksi barang, manjual barang, menyalurkan barang dan lain 

sebagainya. Dalam sistem ini pemerintah bisa turut ambil bagian untuk 

memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang 

berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi.
17

 

  Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya 

sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis 

untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas malakukan 

kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. 

3. Teori Ekonomi Komunis 

  Komunisme adalah suatu sistem perekonomian di mana peran pemerintah 

sebagai pengatur seluruh sumber-sumber kegiatan perekonomian. Setiap orang 

tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi, sehingga nasib seseorang bisa 

ditentukan oleh pemerintah. Semua unit bisnis mulai dari yang kecil hingga yang 

besar dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan pemerataan ekonomi dan 

kebersamaan. Namun tujuan sistem komunis tersebut belum pernah sampai ke 

                                                             
16

http://jasmita-official.blogspot.com/2013/03/sistem-ekonomi-liberal-

campuran.html.Diakses pada tanggal 09 November 2013 pukul 18.45. 

 
17

http://husna-syakur.blogspot.com/2012/03/teori-ekonomi-kapitalisme.html.Diakses 

pada tanggal 09 November 2013 pukul 19.15. 

http://jasmita-official.blogspot.com/2013/03/sistem-ekonomi-liberal-campuran.html
http://jasmita-official.blogspot.com/2013/03/sistem-ekonomi-liberal-campuran.html
http://husna-syakur.blogspot.com/2012/03/teori-ekonomi-kapitalisme.html
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tahap yang maju, sehingga banyak negara yang meninggalkan sistem komunisme 

tersebut.
18

 

4. Teori Kesejahteraan Sosial 

  Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan 

membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk 

meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya percepatan 

pertumbuhan ekonpomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan 

pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas 

perekonomian.
19

   

 Sosialisme adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang 

cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan 

campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur 

tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai 

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara . 

  Dalam sistem ekonomi sosialisme atau sosialis, mekanisme pasar dalam hal 

permintaan dan penawaran terhadap harga dan kuantitas masih berlaku. Pemerintah 

mengatur berbagai hal dalam ekonomi untuk menjamin kesejahteraan seluruh 

masyarakat. 

5. Pancasila dan UUD 1945 Pasal 33 

  Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945, sebagaimana diketahui, yaitu sebagai 

landasan filosofis dan landasan konstitusional dalam terbentuknya suatu 

demokrasi ekonomi. Dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi ini, pemerintah 

                                                             
18

http://id.wikipedia.org/wiki/Komunisme. Diakses pada tanggal 09 November 2013 

pukul 19.10. 

 
19

http://siboykasaci.wordpress.com/teori-kesejahteraan/ diakses pada tanggal 09 

November 2013 pukul 19.00. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Komunisme
http://siboykasaci.wordpress.com/teori-kesejahteraan/
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hanya bersifat pasif yaitu sekedar memfasilitasi segala kebutuhan rakyat. Dalam 

hal memfasilitasi kebutuhan rakyat, pemerintah haruslah sejalan dengan ketentuan 

Pasal 33 UUD 1945 “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas 

asas kekeluargaan”
20

 dan Pancasila yaitu sila ke-lima “Keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia”. Jadi jelas bahwa pembangunan di sektor ekonomi tak 

lain adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat agar dapat hidup layak.

 Penjelasan pasal 33 menyebutkan bahwa "dalam Pasal 33 tercantum dasar 

demokrasi ekonomi, dan kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan 

kemakmuran orang perorangan". tetap berpegang pada asas kepentingan 

mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

  Secara tegas Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya, melarang adanya 

penguasaan sumber daya alam ditangan orang-perorangan. Dengan kata lain 

monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber 

daya alam adalah bertentangan dengan prinsip pasal 33 UUD 1945. 

6. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian 

  Dalam Undang-Undang ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat(1) yaitu: 

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan 

hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 

  Begitu juga Dalam pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa: 

 “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional 

                                                             
20

 UUD 1945. Pasal 33. 
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dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur 

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
21

 

 

7. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah 

  Di dalam peraturan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah disebutkan dalam Pasal 5 huruf a bahwa pemerintah 

harus mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang 

dan berkeadilan.
22

 Keadilan di sini dimaksudkan bahwa usaha kecil harus 

mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum.Mengingat esensi hukum adalah 

terciptanya sebuah keadilan. 

  Teori ini menjadi salah satu landasan penyusun mengingat bahwa usaha 

kecil adalah penompang ekonomi rakyat sehingga harus dilindungi oleh 

pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas ekonomi menuju hidup yang 

sejahtera. Karena setiap masyarakat berhak mendapatkan kehidupan yang layak 

dan mendapat kesejahteraan salah satunya melalui perekonomian. 

 

F. METODE PENELITIAN 

  Dalam melakukan proses penelitian perlu adanya metode-metode yang 

menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan, sehingga penelitian tersebut 

akan mudah terselesaikan. Maka dari itu, penyusun akan menggunakan metode 

penelitian sebagai berikut: 

 

                                                             
 
22

UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field reseach) yakni jenis penelitian yang dilakukan 

untuk memperoleh data-data dengan cara wawancara secara langsung serta 

telaah pustaka dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi, 

semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.
23

 Wawancara 

yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya penyusun 

membawa suatu kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan dan 

irama diserahkan kepada kebijakan pewawancara.
24

 

2. Sifat Penelitian 

  Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu suatu penelitian 

yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial, praktek dan 

kebiasaan masyarakat.
25

 

3. Pendekatan penelitian 

  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis dilakukan dalam melihat 

objek hukum karena menyangkut dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 

2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah . Sedangkan pendekatan 
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 S. Nasution, Metode Risearch: Penelitian Ilmiah (Jakarta: Bumi Akasara, 1996), hlm. 

113. 
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 Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi 

UGM, 1980), hlm. 131. 
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 Kontjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm.19. 
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normatif untuk melihat dan memahami kebijakan pemerintah terhadap 

perlindungan usaha kecil di Indonesia. 

4. Tehnik Pengumplan Data 

a. Sumber primer 

  Dengan cara menganalisa peratutan-peraturan pemerintah 

seperti Undang-Undang yang terkait dengan permasalahan yang 

penyusun ambil. 

b. Sumber Sekunder 

  Dengan cara mengumpulkan data melalui buku-buku yang 

relevan dengan masalah tersebut. Kemudian juga sumber-sumber 

lain yang diperoleh dari pendapat-pendapat personil yang ahli 

dibidangnya yang ditulis dalam media masa seperti: majalah, 

koran, bulletin, dan lain-lain. Penelusuran lewat internet juga salah 

satu cara yang penyusun pakai untuk membantu dalam 

mengumpulkan data, baik berupa artikel, opini, berita maupun yang 

lainnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Terkait dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab 

pendahuluan serta berdassarkan uraian pada bab-bab selanjutnya maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah dalam melindungi UMKM menghadapi era pasar 

bebas dalam hal ini pemerintah khususnya pemerintah kota Yogyakarta 

merealisasikan dengan membentuk Griya UMKM Yogyakarta sesuai 

dengan semangat yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 

pasal 7 yang bertujuan untuk: 

a. Fasilitasi standarisasi mutu produk 

b. Fasilitasi HAKI 

c. Advokasi bisnis 

d. Pengkoordinasian pendampingan 

e. Mempermudah pemanfaatan Bank Data, jaringan informasi, 

keahlian dan pembiayaan 

f. Membangun jaringan kemitraan 

g. Penelitian dan pengembangan 

h. Kepentingna lain dalam rangka pengembangan UMKM 
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2. Beberapa kendala yang dihadapi UMKM meliputi: 

a. Rendahnya  Akses Terhadap Informasi dan Teknologi 

Dalam menghadapi mekanisme pasar yang makin terbuka dan 

kompetitif, penguasaan pasar merupakan prasyarat untuk 

meningkatkan daya saing usaha kecil. Agar dapat menguasai pasar, 

maka usaha kecil perlu mendapatkan informasi dengan mudah dan 

cepat, baik informasi mengenai pasar produksi maupun pasar faktor 

produksi. Informasi tentang pasar produksi  sangat diperlukan untuk 

memperluas jaringan pemasaran produk yang dihasilkan oleh usaha 

kecil.Akses terhadap informasi pasar dan teknologi masih relatif 

rendah, khususnya dalam penerapan sistem administrasi dan keuangan 

yang masih tertinggal jauh sehingga sulit bersaing dengan pengusaha 

lainnya 

b. Akses Terhadap Sumber Permodalan 

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk 

mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh 

karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha 

perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang 

mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, 

sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya 
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sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang 

diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi 

c. Rendahnya Kapasitas Sumber Daya Manusia 

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan 

merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas 

SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun 

pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap 

manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk 

berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan 

kualitas SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi 

perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk 

yang dihasilkannya. 

3. Dalam mengembangkan usahanya masyarakat atau pelaku UMKM 

tidak tertarik menggunakan dana yang disediakan dari Pemerintah 

karena menurut mereka proses administrasinya menyita banyak waktu 

sehingga banyak yang tidak berminat menggunakan jasa dari 

pemerintah tersebut. 

 

 

 

 



 

97 
 

B. SARAN 

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang  perlindungan hukum 

terhadap usaha mikro kecil dalam menghadapi era pasar bebas di tinjau daru UU 

no. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecildan menengah dengan kerendahan 

hati penyusun ingin memberika beberapa saran khususnya kepada pemerintah: 

1. Hendaknya pemerintah lebih meningkatkan upaya-upaya dalam 

melindungi dan mempertahankan eksistensi usaha kecil mengingat pasar 

bebas telah masuk di Indonesia karena usaha kecil merupaka akar 

berdirinya usaha besar. 

2. Hendaknya pemerintah memberikan pendampigan secara intensif terhadap 

usaha kecil bagi yang belum berkembang maupun sudah berkembang 

sehingga mereka siap sedia ketika harus bersaing di era pasar bebas. 

3. Hendaknya pemerintah mengawasi perkembangan-perkembangan usaha 

kecil yang ada dan melakukan evaluasi-evaluasi yang dapat membangun 

dan mengembangkan usaha kecil menjadi usaha besar. 

4. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menghadapi era pasar bebas 

yaitu:  

a. Penyempurnaan peran pemerintah 

b. Menciptakan stabilitas ekonomi, stabilitas politikdan sosial sistem 

hukum yang efektif dan terbuka. 

c. Keseimbangan perekonomian regional dan global 
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C. PENUTUP 

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah akhirnya penyususn dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Kesimpulan dalam penelitian hanya bersifat sementara 

(belum final). Penyusun yakin bahwa penggunaan pendekatan yang berbeda 

dalam penelitian ini akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula. 

Penyusun menyadari akan kelemahan, sehingga tidak menutup 

kemungkinan terdapat kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu tegur sapa konstruktif 

dari semua pembaca sangatlah penyusun hargai dan harapkan demi kesempurnaan 

skripsi ini. 

Penyusun juga berharap agar skripsi ini mampu mendatangkan manfaat 

bagi pembaca serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan 

penelitian di bidang Ilmu Hukum di masa yang akan datang. Akhirnya penyusun 

berharap semoga Alloh SWT senantiasa meluruskan setiap langkah kita menuju 

kebaikan. Amin. 
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